
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.654, 2018 KEMENDIKBUD. Penyediaan Layanan Pendidikan 

Anak Usia Dini.  

 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses 

terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak 

Usia Dini; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 146); 

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 

Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1279); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia 

Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1668); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan 

Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1679); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA 

DINI. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat 

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. 

5. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan 

badan hukum yang menyelenggarakan PAUD. 

6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan. 

 

Pasal 2 

Penyediaan layanan PAUD berprinsip: 

a. pelayanan yang berkesinambungan; 

b. pelayanan yang nondiskriminasi; 

c. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan 

terjangkau, serta diterima oleh Masyarakat; dan 

d. berbasis budaya. 
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Pasal 3 

Penyediaan layanan PAUD bertujuan untuk menyediakan 

layanan PAUD secara universal untuk semua anak usia dini 

yaitu sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun agar memiliki 

akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia 

dini, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sebagai 

persiapan menempuh pendidikan dasar.  

 

Pasal 4 

Ruang lingkup penyediaan layanan PAUD meliputi PAUD jalur 

formal dan PAUD jalur nonformal. 

 

Pasal 5 

(1) Layanan PAUD disediakan oleh: 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

b. Pemerintah Desa; atau 

c. Masyarakat.  

(2) Penyediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan 

kriteria yang ditetapkan Menteri. 

 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau 

Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan 

PAUD paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 

(satu) PAUD. 

(2) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk anak usia usia 0 (nol) sampai dengan 6 

(enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai 

dengan 6 (enam) tahun. 

 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, 

dan Masyarakat menyediakan layanan PAUD berkualitas 

berdasarkan standar nasional PAUD. 
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